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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Dinamika kawasan Asia Tenggara dan kerangka kerjasama yang terjadi dibawah 

monitor ASEAN, membuat kawasan ini menarik untuk dilihat lebih jauh. Resmi berdiri pada 

8 Agustus 1967 di Bangkok sebagai organisasi regional Asia Tenggara Assocciation of 

Southeast Asian Nations (ASEAN), dengan lima negara pendiri yaitu Indonesia, Singapura, 

Malaysia, Filipina, Thailand dan ditandatanganilah Deklarasi Bangkok pada saat itu. Dalam 

perkembangannya, saat ini telah menjadi sepuluh negara lainnya di Asia Tenggara, kecuali 

Timor Leste (Sari, 2019). Menurut angka tahun 2014. populasi negara anggota ASEAN lebih 

dari 622 juta orang serta total gabungan PDB senilai US $ 2,6 triliun. (Pusat Studi Sosial Asia 

Tenggara UGM, 2016). 

 Tujuan ASEAN yakni meningkatkan perdamaian, memelihara keamanan dan menjaga 

stabilitas kawasan yang berfokus pada nilai-nilai perdamaian serta kerjasama kawasan demi 

visi 3 pilar masyarakat ASEAN yakni politik dan keamanan, ekonomi lalu sosial budaya yang 

lebih komprehensif1. Lalu organisasi regional ini mengupayakan demokratisasi serta pemajuan 

dan pelindungan hak asasi manusia untuk menciptakan lingkungan yang damai. Selain itu, 

ASEAN berusaha untuk memajukam sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ASEAN juga memajukan identitasnya 

dengan meningkatkan kesadarantentang ragam budaya, dan  ASEAN proaktif dalam kerja 

sama dengan negara mitra wicara, yaitu negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra 

kerja sama ASEAN. (Moekardanoe, 2015) 

Pada masa kini banyak ancaman yang menganggu kawasan Asia Tenggara termasuk 

isu kejahatan lintas batas negara,  salah satunya Human Trafficking yang jelas dapat 

 
1 Tercantum pada Piagam ASEAN 
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mengancam keamanan terlebih bagi masyarakat dan negara. Human trafficking ini mengancam 

keamanan manusia. Tejadinya ancaman dan kekerasan pada korban bahkan penyekapan, 

korban juga mengalami kehilangan hak atas informasi, dengan penyiksaan yang dialaminya 

membuat kondisi hidup korban tidak layak, di beberapa kasus korban human tarfficking 

perempuan menjadi objek pelacuran, korban yang kebanyakan perempuan dan anak, 

mengalami model eksploitasi, kerja paksa lalu praktek perbudakan di dalam sektor informal, 

termasuk kerja domestik (Alexandra, 2003). Eksploitasi dapat meliputi : pemaksaan menjadi 

pekerja seks, Perbudakan dan penjualan organ-organ tubuh dari korban 

Kasus Human trafficking banyak terjadi di era globalisasi dan keberadaan kejahatan ini 

melanda di berbagai negaara termasuk di kawasan ASEAN. Human trafficking erat kaitanya 

dengan pelanggaran HAM. Hak manusia yang mendasar yaitu hak kebebasan, hak kehidupan 

dan kesejahteraan dalam kejahatan human trafficking, nilai nilai tersebut dilanggar karena 

korban diperlakukan seperti objek dengan diperjual-belikan untuk mengambil keuntungan 

sepihak lalu korban dengan mudah dieksploitasi. 

Permasalahan Human Trafficking telah menjadi isu utama bagi stabilitas regional 

sehingga ASEAN diharuskan bergerak cepat untuk meningkatkan sekuritisasi dalam 

permasalahan ini. Terdapat banyak penduduk dalam situasi rapuh dengan keadaan ekonomi di 

level bawah sehingga  menjadi korban dalam masalah ini. Dari data International Organization 

for Migration (IOM) di Asia Tenggara lebih 225.000 perempuan dan anak menjadi korban, dan 

dari fakta yang ditemukan bahwa semua negara di kawasan Asia Tenggara adalah negara asal, 

transit dan tujuan dari rute perjalanan human tarfficking (DPR RI, 2006).  

Menurut data dari UNICEF terdapat sekitar 100.000 koban perempuan dan anak 

dijuabelikan lalu Indonesia menjadi tempat transit dan tujuan dari human trafficking dengan 

rincian 30% korbannya mengalami eksploitasi seksual. Dari data tersebut perempuan yang 
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mengalami prostitusi paksa kebanyakan berusia di bawah 18 tahun, bahkan sekitar 70.000 anak 

dari Indonesia menjadi korban human traffikcking (Sinaga, 2011). 

Dengan modus pelaku yakni jaminan pekerjaan dan bantuan keuangan, korban human 

trafficking dikirim lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak menyelundupkan manusia. 

Namun bukan hanya Indonesia yang memiliki persoalan perdagangan manusia, negara anggota 

ASEAN lainnya menghadapi permasalahan yang sama salah satu contohnya Thailand dalam 

kasus korban pekerja seksual dengan sekitar 300.000 pekerja berusia di bawah umur yang 

menjadi korban human trafficking (Sinaga, 2011). 

Perkiraan Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di Wilayah ASEAN Periode 

2013-2014 

NEGARA JUMLAH 

Thailand 1.899 

Vietnam 1.610 

Filipina 1.520 

Indonesia 1.105 

Myanmar 810 

Kamboja 720 

Laos 700 

Malaysia 680 

Brunei darussalam 210 

Singapura 200 

Tabel 1. Perkiraan Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di Wilayah ASEAN Periode 2013-

2014 

Sumber : Diolah dari Nicola Smith, “Trafficking in Person Report 2017”, Journal of Security 

and  Public  Policy, Nanyang University , Singapore, 2017, hal,28-29 

Dari data tabel diatas terlihat jumlah kasus yang cukup besar dan dimungkinkan adanya 

peningkatan kasus di tahun yang akan datang dan ini menjadi ancaman serius bagi kawasan 
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ASEAN. Bahkan menurut UNODC (United Nations Office  on Drugs and Crime) human 

trafficking termasuk kedalam extra ordinary crime yang setara dengan terorisme, money 

laundring dan narkoba. Ketika pelanggaran HAM terjadi khususnya pada masalah 

transnational crime maka masalah tersebut sudah mengancam kedaulatan negara. (UNODC, 

2016). 

Data yang dipublikasikan tahun 2018 oleh Counter-Trafficking Data Collaborative, 

Initiative by the International Organization for Migration (IOM) terjadi peningkatan jumlah 

korban human trafficking di beberapa negara anggota ASEAN dengan data sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional bersikap serius terhadap peningkatan 

kasus transnational crime dalam konteks ini yaitu human trafficking. Dengan melihat jumlah 

kasus dan peningkatan di beberapa negara anggota, ASEAN melakukan banyak kesepakatan 

dan konvensi, ASEAN membahas isu ini sejak tahun 1995 khususnya membahas dinamika isu 

human trafficking yang menghasilkan ASEAN Declaration on Transnational Crimes 1997, 

hingga pada akhirnya pada tahun 2015 membuat konvensi Asean Convention Against 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). . 

Negara Jumlah kasus 

Indonesia 3.479 

Filipina 2.112 

Malaysia 1.881 

Myanmar 1.523 

Kamboja 1227 

Thailand 797 

Vietnam 620 

Laos 197 

Singapura 97 

Brunei 16 

Tabel 2. Perkiraan Jumlah Korban Human Trafficking di Negara Anggota ASEAN Tahun 

2018 
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 ACTIP merupakan rezim internasional yang berlaku bagi anggota ASEAN mengenai 

human trafficking, hukum regional ini dilengkapi dengan perlindungan yang efektif bagi 

korban melalui proses penegakkan hukum. Karena isu ini melintasi batas negara, maka ACTIP 

mengatur mengenai mekanisme koordinasi antar negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai 

salah satu anggota ASEAN yang telah menandatangani Asean Convention Against Trafficking 

in Persons, Especially Women and Children, sehingga dengan ratifikasi tersebut Indonesia bisa 

menjadi partisipan aktif dalam ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children. 

 Kehadiran Undang - Undang NO 12 Tahun 2017 sebagai hasil impelementasi dari 

konvensi ACTIP ini adalah untuk melengkapi perturan perundang-undangan yang telah ada 

yaitu UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO, UU ini telah memuat bentuk-

bentuk pelanggaran perdagangan orang serta perlindungan pada. Ada beberapa penambahan 

peraturan yang diatur di dalam konvensi ACTIP, seperti koordinasi lintas negara, yurisidiksi 

dari negara-negara, kontrol lintas negara. Beberapa poin tersebut belum diatur di dalam UU 

No.21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO, beberapa poin khusus dari ACTIP 

menurut ICJR yakni: 

 ACTIP mengatur mengenai bertambahnya berat hukuman pidana apabila korban yang 

diperdagangkan didapati dalam situasi berbahaya dan rentan akan penyakit yang mengancam 

nyawa seperti HIV/AIDS. UU No 21 Tahun 2007 juga mengatur bertambahnya berat hukuman 

namun tidak termuatnya hal yang mengakibatkan  korban terancam penyakit mematikan. 

 Lalu ACTIP mengatur terkait proses hukum pencucian uang. Di dalam hukum 

indonesia money laundring dimuat dalam UU Pencucian Uang No. 08 Tahun 2010. Namun 

UU No 21 Tahun 2007 mengenai TPPO tidak memuat secara detail mengenai definisi dari 
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penucian uang, hanya ada satu ketentuan hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 15 UU 

No.21 Tahun 2007, dan itu pun hanya berlaku bagi badan korporasi saja. 

 Kemudian ACTIP mewajibkan negara untuk menghukum pelaku human trafficking 

yang melibatkan penyelenggara negara. Tindak Pidana tersebut memasukkan definisi yang 

berunsur: mendapat manfaat secara sepihak baik secara langsung ataupun tidak untuk dirinya 

atau orang lain dalam lingkup tugas kenegaraan. UU No 21 Tahun 2007 pasal 8 telah mengatur 

hal ini dalam penyelewengan penyelanggara negara. Tetapi dengan aspek yang tidak detail 

membuat ketentuan pasal ini tidak dapat diterapkan bagi penyelenggara negara yang terlibat 

korupsi terkait kasus human trafficking (Institute for Criminal Justice Reform, 2017). 

 Dalam kaitannya mengenai faktor faktor internal adapun Menurut Muhammad Kamal 

dalam bukunya “penanggulangan tindak pidana manusia di indonesia” Salah satu faktor 

terjadinya human trafficking adalah faktor ekonomi yang tidak lepas dari kondisi kemiskinan 

dan sulitnya mendapatkan pekerjaan karena jumlah pelamar kerja masih lebih besar dari jumlah 

penyedia tenaga kerja. Kedua masalah ini yang membuat orang terpaksa untuk mencari 

kesempatan kerja wala harus keluar dari tempat asalnya mereka` Lebih lanjut, kemiskinan yang 

yang sangat parah dan rendahnya kemampuan yang dimiliki juga memaksa orang untuk terus 

berusaha dengan cara apapun mereka berharap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak 

untuk diri sendiri serta keluarga mereka. 

 Situasi wilayah yang rentan menjadi tempat pengeksploitasian manusia cenderung 

berada di wilayah perkotaan dan heterogen dimana juga menjadi kawasan yang berpusat untuk 

industri yang terus berkembang dari tahun-ketahun yang beriringan dengan pembangunan yang 

ada. Hal yang menjadi penunjuk waktu penduduk dari daerah pedesaan ke daerah pekotaan 

dengan harapan untuk memperbaiki taraf hidup mereka yang mengikuti perkembangan zaman 

modern ini dimana masyarakatnya sangat konsumtif, kondisi inilah yang menjadi celah utama 
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tindak pidana perdagangan manusia melakukan aksinya memperdayai calon korban untuk 

dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan harapan mendapatkan hasil 

yang lebih memadai harus bertahan di daerah pedesaan dengan tahapan yang seadanya saja. 

Itu, korban dengan keterampilan seadanya melakukan pekerjaan ke daerah perkotaan untuk 

bekerja dengan berjalannya waktu tanpa mereka sadari sendiri telah menjadi korban dari 

praktik perdagangan manusia dimana mereka bekerja di tempat-tempat seperti buruh pabrik, 

pekerja bangunan maupun di tempat - tempat hiburan malam untuk dijadikan sebagai perkerja  

di bidang seksyual yang tidak sesuai dengan impian mereka (Kamal, 2019). 

 Serta berbagai dinamika permasalahan pemerintah dalam negeri Indonesia  

menyebabkan bertambahnya korban human trafficking di indonesia karena pemerintah tidak 

mampu dalam menghadirkan kesempatan kerja, banyak masyarakat berpendidikan yang 

dibawah standar bahkan lemahnya hukum di indonesia, dan perbatasan dengan negara tetangga 

yang berpotensi terhadap perdagangan orang dengan globalisasi juga menjadi faktor 

meningkatnya human trafficking yang banyak terjadi sekarang. Selain itu, wilayah laut 

Indonesia juga memiliki potensi yang besar tehadap human trafficking dari india dan pakistan 

bahkan Myanmar (Ranny Emilia, 2015). Berbagai pelaku perdagangan orang menggunakan 

wilayat laut sebagai lalu lintas mereka untuk melakukan pengiriman manusia dari wilayah 

Timur Tengah lalu Asia Tengah sampai ke Australia. Wilayah laut Indonesia contohnya Selat 

Malaka yang dipakai oleh sindikat human trafficking sebagai jalur perairan yang bebas dari 

pengawasan aparat yang bertugas. Strategi adopsi rezim internasional dapat dilihat dari adanya 

negara merencanakan kebijakan yang terkait, seperti meratifkasi hukum internasional 

kemeudian dimuat dalam hukum nasional serta membuat rencana aksi negara kedepannya. 

 Jika dilihat lebih jauh penanganan masalah perdagangan orang belum membuahkan 

hasil yang maksimal, walaupun pemerintah telah membentuk suatu hukum untuk memerangi 

perdagangan orang namun pada prakteknya masih harus terus diperbaiki karena terlihat dari 
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kurangnya usaha negara dalam menempatkan sumber daya yang maksimal untuk mengadopsi 

program kerjasama internasional secara efektif. Adanya hambatan dalam merepresentasikan 

hukum internasional terjadi karena masih lemahnya pengetahua aktor negara dalam 

menghadapi isu human trafficking. (Friesendorf, 2009) 

 Hasil penelitian (Sylvia, 2014) menunjukkan ada faktor utama masyarakat terlibat 

dalam masalah ini yaitu: (1) tuntutan mencari rezeki, (2) mendapat informasi bahwa kehidupan 

diluar lebih baik dari di desa (3) Gaji yang besar (4) cara ke luar negeri yang mudah karena 

illegal. Kebanyakan korbannya adalah perempuan yang masuk dalam jerat human trafficking. 

Dengan adanya peningkatan kasus human trafficking di kawasan Asia Tenggara 

khususnya indonesia sekaligus sebagai kawasan asal, transit dan tujuan dari tindak kejahatan 

perdagangan manusia ini dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Maka 

dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai human trafficking di Asia Tenggara dan 

impementasi konvensi ACTIP di Indonesia. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembahasan di latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in 

Persons, Especially in Women and Children (ACTIP) di Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ASEAN 

Convention Against Trafficking in Persons, Especially in Women and Children (ACTIP) di 

Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di mata kuliah 

Studi ASEAN pada Ilmu  Hubungan Internasional khususnya Konsentrasi Keamanan 

Internasional mengenai kerjasama kawasan dan isu human trafficking. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian, pada 

penelitian ini manfaat praktis tersebut diantaranya sebagai berikut. 

a. Bagi penulis 

 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ASEAN mengenai kerjasama 

yang dilakukan serta sebagai sarana pengembangan Ilmu Hubungan Internasional. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat luas yang 

tertarik mengenai isu-isu keamanan dan kerjasama di ASEAN khususnya isu human 

trafficking agar masyarakat lebih waspada dan peka dalam melihat pola pola baru 

yang dilakukan pelaku human trafficking sehingga menjadi lebih waspada dan 

masyarakat dapat berperan penting seperti pelaporan kasus yang terindikasi 

perdagangan manusia. 

c. Bagi Pemerintah 

Masukan bagi stakeholder untuk dapat memperbaiki apa yang menjadi kritik 

pada penelitian ini terlebih dalam membuat kebijakan yang lebih kolaboratif dan 

suportif untuk BP2TP2A dan GT TPPO serta dapat membantu pemerintah untuk 

melihat fenomena human trafficking secara lebih komprehensif sehingga dapat 

dirumuskan kebijakan yang berfokus pada korban. 
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